KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 17 Tahun 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang - a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan
terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian
yang menghambat pencapaian tujuan atau
sasaran instansi pemerintah pada level
akftivitas operasional periu dilakukan
penanganan risiko secara tepat dengan

melakukan penilaian risiko serta penetapan

S e

kegiatan pengendalian;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko,
maka KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah
melaksanakan penilaian risiko level aktivitas
serta telah merumuskan kegiatan
pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan
dalam sebuah Keputusan yang mengikat,
supaya dapat dilaksanakan semua unsur
dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana. . .



Mengingat

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, dipandang perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara tentang Penetapan Hasil
Penilaian Risiko Dan Kegiatan Pengendalian
Level Akiivilas di Lingkuagan Koinisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2022;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
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Indonesia Nomor 5656}, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547},

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor
6109),. . .



_C\

o

6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 142, Tambahan
Lembaian Negara Republik Indoaesia Nomor
4450}

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tehun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor %4 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718];
Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
Peratuiran Koinisi Pemilinan Umumn Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 nomor 320}, sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan  Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi. . .



Memerhatikan

10.

11.

12.

Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota
{(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
197 /PR.O1.3-Kpt/01/KPU/IV /2020 tentang
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor
125/PR.O1.3/71/2021 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2020- 2024 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 1/PR.01.3/71/2022 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara Nomor
125/PR.O1.3/71/2021 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2020-2024,;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor
18/PR.01.3/7107/2021 tentang Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2020-2024.

Berita Acara Keomisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor
41/PK.Q01/71/2022 tanggal 17 Mei 2022
tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Tenggara,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS
DI LINGKUNGAN KOMIS!I PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan

Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2022, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan

Pengendalian Level  Aktivitas sebagaimana

dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

a. Hasil Analisis Lingkungan

Eksternal dan Intermal sebagaimana
Lampiran [ Keputusan ini;

b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam
penilaian risiko, sebagaimana Lampiran [
Keputusan ini;

c. Penetapan Tujuan Level Aktivitas,
sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;

d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran [V
Keputusan ini;

e. Anilisis Risiko yang diformulasikandalam
Peta Risiko, Lampiran V Keputusan ini;

f. Indikator Risiko/ Evaluasi Risiko,
sebagaimana dalam Lampiran VI
Keputusan ini; dan

g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi
Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran
VII Keputusan ini.

Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan

Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA,

menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum
KEEMPAT. . .



KEEMPAT

KELIMA

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam
melakukan kegiatan pengendalian level aktivitas.
Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan
Pengendalian Level Aktivitas dilakukan evaluasi
paling sedikit 1 {satu} kali di setiap tahun.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku sejak
keputusan ini ditetapkan

Ditetapkan di : Ratshan
Pada Tanggal : 21 Mei 2022




LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL



ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No| KATEGORI RISIKO TOPIK RISIKO PERNYATAAN RISIKO POTENSI DAMPAK REFERENSI
a b c d e f
| |EKSTERNAL
Regulasi yang terlambat|Kegagalan memahami |Pelaksanaan tahapan tidak sesuai Laporan
« Sosial & Politik ditetapkan peraturan dengan baik |dengan regulasi Penyelenggara
Pilkada 2020
+ Ekonomi Kondisi ekonomi akibat |Berkurangnya respon Pelaksanaan program tidak
pandemi masyarakat terhadap berjalan dengan baik sda
program yang ada
= Lingkungan Bencana alam TUKuS pata Peiaksaraan taiapan tergangyu
penanggulangan sda
bencana
« Keuangan Anggaran Pemilu Pengurangan Anggaran |Pelakasanaan Kegiatan jadi Laporan
terbatas Penyelenggara
Pilkada 2020
* IT & Infrastruktur___|Keamanan Jaringan bisa diretas __|Kebocoran data sda
Il |INTERNAL
« Strategik Pengawasan internal Pembinaan sumber daya |Memiliki integritas, profesional,
manusia KPU secara netral dan bebas dari intervensi m
bertahap dan terstruktur |politik, bersih dari praktek korupsi, | AmaHSiS SDM
kolusi dan nepotisme.
« Personil Jumlah dan komposisi |Bertambah beban kerja |Kinerja kurang maksimal o
z Analisis SDM
pegawal
* Proses Pembentukan badan Pembatasan syarat dari |Sulit memenuhi kebutuhan jumiah Laporan
adhoc Pemda personil Penyelenggara
Pilkada 2020
« IT dan Infrastuktur Jaringan internet Belum semua wilayah Kemajuan Teknologi Informasi
terjangkau jaringan Komunikasi belum dapat utilisasi Materi Web
linternet |secara penuh untuk Binar Keamanan
mempermudah pelaksanaan tugas Cyber
dan fungsi KPU
- Keuangan Perencanaan anggaran |[Anggaran yang tersedia |Belum terpenuhinya pencapaian Laporan
belum memadai bagi anggaran pelaksanaan kegiatan Penyelenggara
pelaicsanaan tugas den Pilkada 2020
fungsi organisasi
- nforas Vilgrasi daia website  [Repusiing daia dan Beium maksin@inya infurmEsi iiaieni Vveb
website lama publik melalui website Binar Keamanan

Ketua Komisi Pemilihan Umum
ggara

Wolter H. Doiulong




LAMPIRAN 1l

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO



KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 LEVEL! [Kritaria Solan I
= Definisi Kriteria Kemungkinan
| SKALA | s
1 Sangat Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak
Kecil/Jarang normal; Probabilitas 0-20%
. .| Mungkin terjadi pada beberapa wakiu;
£ [Pemunasin Ke Probabilitas 21% - 40%
3 Kemungkinan Dapat Terjadi pada beberapa waktu;
3 [Sedang/ Moderat ‘Probabiiitas 1% - 60%
4 Kemungkinan Akan mungkin terjadi pada banyak
Besar keadaan; Probabilitas 61%-80%
) g Dapat terjadi pada banyak keadaan;
»  [Hemeichae Probabilitas 81%-100%

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan
KPU

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

&

ASPEK
. = Kerusakan Keselamatan
[ ~ ol E | L
‘Pencapaian Sasaran Tinansia Lingkumien Kerja Hukum
; S e Polusi ringan/
ridak bedampak pada Tidan ada : : : -
pencapaian sasaran Kerugian T(';:::: a(;(a Tidak ada cidera Thcaw :d : :inampak
secara umum financial O ] Ky
lingkungan
Mengganggu Polusi yang
pencapaian sasaran Kerugian signifikan/ Perlu pertolongan | Dampak hukum kecil
meskipun tidak financial kecil Dampak pertama (Sanksi peringatan)
signifikar | Hinghinigan HKecii-
Mengganggu . | Polusi yang . - o g
| pencapaian sebagian Kerugian serius/ Dampak n;a“;nan S:daamaa(‘l;f;k“:;n
sasaran secara financial sedang lingkungan pe g.q Kera qlngina s 8"9 e
signifikan : sedang medis 1 Keras/ Pidana ringan)
Dampak hukum besar |
| Sebagian sasaran tidak Kerugian Kejadian o e et | (PEMberhentian dari
tercapai ~ financial besar | lingkungan besar -Cidera-yg-meluas jabatan/
PSU/kurungan badan)
. Kejadian e
s | Kerugian e el ) sangat besar
foraisasatartidah | 5, 0ncial sangat | ORI Yeng kematian (Pemberhentian
tercapai Sies dahsyat/ tet g
" Kateswon e T

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 tig Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 tig Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU



No
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Setelah letak risiko teridentifikasi, dapat diambil keputusan untuk tindakan pengendalian dengan kriteria menurut Kpt KPU
No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, sebagai berikut:

Level Risiko Tindakan yang

tindakan segera
4 Ekstrim untuk mengelola
(Unacceptable)

Diperiukan
tindakan untuk
mengelola risiko
(Issue)

3 Tinggi

Diambil tindakan
] Jika tersedia

2 sedang sumberdaya

‘HSuphementary.

Issue)

: ['Tiaak diperiukan
1-5 1 rendah tindakan

{hooeptatie)

_Penentuan Prioritas Risiko:

Dalam menentukan prioritas risiko, Prioritas Nomor 1 adalah nilai paling tinggi, kemudian diikuti dengan nilai yang
lebih rendah secara berienjang. Apabila terdapat NILAI YANG SAMA maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan
kategori/kriteria risiko berikut ini:

Kriteria Risiko

Rigiko ys'lrnu-:an

dan Keuangan
Neaqara
Risiko Kebijakan
Risiko Reputasi
Risiko Fraud
Risiko Legal
Risiko Kepatuhan
Risiko Operasional

k.pun:-ya-n yang bertujuan uﬁml: monwh I:eunlungan'
m“”mmbmmwmiwmmdm
mmwmmmmmmmmm
g Eng

- ﬁ&s&nmmmmmamm&mmw‘

m m o e T Se e kebd-kp.luhln organisasi atau |
pihak eksternal. seperti wajib pajak atau Kementerianl embaga.

Wolterﬂ. Dotulong



LAMPIRAN IiI

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS Dl LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMIS] PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS D! LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

ANALISIS RISIKO / PETA RISIKO



‘No | i bt it LG R _Kemm:gkirian i3l i [T 1 R A T E?gﬁmpaﬁ'f { Tl!igkat i
‘ HRERE 0 EAERRE O ERREELIN T R AL AR - Alasan i it e ) TS
e B AR AR R BT R | L L T RN AR LR At i S S
1 l.ambatnya respen Parpo| Sistem adminitrasi parpol t dak teratur Dinamika/Kisruh pada Ihternal Parpol Panginputan di SIIPOL menjadi larrbat
6
2 Iasih banyak mesyarakal di perkampungan yang lidak memiliki sosial | Penyampeiian infoimasi ke masyar:akat terbatas Beberapa masyarakat riasih be um paham teknologi |Informasi kepada [Pemilih tidak berjalan lan;ar
Inedia dan tidak tarsentuh jaringan internet dan Ja‘ingan internet belum sarapai ke
perkampungan tersebui 4
3 Pemilih rrasih ada yang apuh terhadap ao#ialim dan pend'dikan Algtivitas masyarakat yang mempuriyai jam kerja beibeda-beda Kebutuhan ekonomi mesyaraka’ Menurunriya prescntase Pemilih
demokrasi 4
4 Aktivitas masyarekat yang) memptinyai jarri kerja barbeda-beda Kizbutuhan ekonorni masysirakat Beberzpa masyarakat bertani/berkebun Kirangnya partisipasi pemjlih Disabilitas pada
Pamilu/Pemilihan 4
5 Keterbatisan SDM pada pendidik Kiurangnya minat rnasyaralat untul; menga nbil kurgus/jurusan Kuranginya tensiga pencidik Disabilitas Klrangnya partisipasi pemilih Disabilitas Tunanetra
pendidikar) luar bigsa pada Pemijlu/Pemilihan A
6 Pemilih tersangkutan tidzik memiliki kontak dan akun sosi] media yang |Karabat/keluarga pemilih tidak meiliki kontak/akses dengan Pemilit| tersebL t jarang berkomuinikasi dengan Data pemilih tidak akurat
dapat di hubungi barsangkttan keluargia/kerabat 9
7 IMasih ada masyzrakat yang kurarig pahara tentang pentingnya KTP El Aﬁlanya masyarakat menggangap pengurusan KTP EL memputuhkan Beberapa mastakat lebih memil h aktivitas yang ‘ain | Pamilih ticlak masuk dalarr DPT
wiaktu yang lama dari paja mengurus KTP EL 9
8 Metode rbkrutme:‘i'l tidak niaksimal Dbatasi o'eh pemerintah daerah Pembatasan atiran internal Pernda Kab, Minaheésa  [KPU kesulitan dalam merekrut badan Ad Hac yang
Tenggara berkualitas 12
9 Petugas Bimtek KPPS kealahan dalam rhelakukan bimtel Kssantitas Petugas bimtek terbatas ' Waktu Pelaksahaan Birntek KPfPS tarba}as Flfangetahu;:an tent:ing lupoksi KPP kurang|
maksimal 12
10 [Animo masyarakit yang kurang dalam mengikuti Adanya masyarakat menggangap sosialisasi/penyul shan yang dilakukan Beberapa masyarakat nienganggap sosialisasi titak [Rentang t2rjadi suasana yeang kurang kondisif di
sosisalisasi/penyuluhan yang dilakukan penyelenggara panyelenggara tidek penting bermanfaat secara matiril masyarakiit 4
11 |Masih ada beberdpa penciokumenjasian administrisi terkalf alat bugti  |Adanya penyelenggara ad hoc kurang memahami pantingnya Beberapa penyzlenggaia ad hoc, kurang Kasus serigketa berpotens| di menangkan aleh
dibeberapa tingket ad hoc yang kurang rai pungadministrasian dokumen mempurhatikar, materi pada sait bimtek Pznggugat 12




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS Dl LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UM UM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO



INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
Fefiote Fenerapari . 2621

Metode rekrutmen pembentukan badan ad N
hoc bica tepat wakiu A0%

Menciptakan KPPS yang berkualitas

2 Petugas Bimtek KPPS kewalahan dalam £0%
melakukan bimtek
Masih ada heherana nendokumentasian _Pengumpuian{pembe n alat bu
terususun rapi 40%

3 |administrasi terkait alat bukti dibeberapa tingkat ad
hoc yang kurang rapi

tKgmaKomHﬂP:emﬁ\an Umum
. Kabupaten Mlnahasa nagara




LAMPIRAN Vii

KEPUTUSAN KOMIS]I PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

KEGIATAN PENGENDALIAN / RENCANA AKSI PENGENDALIAN RISIKO



C

terususun rapi

terjadinya risikc

pendokumentasian administrasi terkait alat
bukti lebih awal,

T T T T T T T

Pengawasan (Subbag
Hukum)

RENCANA ARST PENANGANAN HISTKO
No |— '%milimh;rni‘iliiil ~———1—=——y—  Ofsi Penanganan Kegiatan Pengendalian ImiiiitbrPeggnqﬁhn : Jadwal Perianggung Jawab Cadang:
‘ ML T AT G T Hiibi : 1l g ; i1 g i/ Tamcht A SRR CHE S o A i i SR
T SE T TR I TR 4 \ - _ ‘ L : 0
1 |Metode rekrutmen pembentukan badan ad 80% |Mengurangi kemungkinan Sosialisesi ke masyarakat terkait perekrutan | KPU Kab. Mmahasa Tenggara Tahunan Pertahapan Divisi Teknis (Subbag
hoc bisa tepat wakty terjadinya risikc badan ad hoc Teknis)
2 |Menciptakan KPPS yang herkualitas 80% |Mengurangi kemungkinan Sosialiszsi ke masyarakat terkait perekrutan | KPU Kab. Minahasa Tenggara Tahunan |Pertahapan Divisii Parmas (Subbag
terjadinya risikc KPPS Teknis)
3 |Pengumpulan/pemterkasan alat bukti 40%  |Mengurangi kemungkinan KPU dan jajarannya melakukan KPU Kab. Minahasa Tenggara Tahunan |Pertahepan Divisi Hukum dan

3

( Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupa Mmphasa Tenggara




